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:
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG 
 

NOMOR  063  TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 

 
 

WALIKOTA  BANDUNG, 
 

 
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 

Anggaran 2007 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung 
Nomor 01 Tahun 2007; 

 
 b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dipandang perlu dilakukan penjabaran dalam bentuk uraian-uraian jenis 
kegiatan penggunaan anggaran sebagai upaya pengendalian dalam 
pelaksanaan kegiatan; 

 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2007; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; 
 
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000; 

 
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan; 
 
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
 
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
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 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
 
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 
 
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 Menjadi Undang-Undang; 

 
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Bandung; 

  
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor; 
 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; 
 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 
 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan; 

 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah; 
 
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
  
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 
 
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 
 
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

 
 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 

1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 
 
 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; 
 
 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang 

Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 
 
 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung; 
 
 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bandung; 
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 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; 

 
 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota 
Bandung; 

 
 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bandung; 

 
 28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bandung; 

 
 29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap; 
 
 30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perpakiran; 
 
 31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
 32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas dan 

Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 
 
 33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana 

Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008; 
 
 34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota 
Bandung; 

 
 35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005; 
 
 36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

 
 37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 17, 18 
dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;  

 
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang 
Daerah; 

 
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta 
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2007. 
 
 

Pasal 1 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 
2007 terdiri atas : 
 
1. PENDAPATAN :  
     
 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 275.630.504.850,00

 b. Dana Perimbangan Rp. 1.044.597.169.675,00

 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 273.862.688.663,42
     
   Jumlah Pendapatan Rp. 1.594.090.363.188,42
     
2. BELANJA : 
     
 A. Belanja Tidak Langsung :  

  1) Belanja Pegawai Rp. 754.250.840.160,00

  2) Belanja Bunga Rp. 2.796.365.000,00

  3) Belanja Subsidi Rp. 32.695.000.000,00

  4) Belanja Hibah Rp. 83.188.570.000,00

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 95.570.900.000,00

  6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00

  7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 5.436.000.000,00

  8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.669.500.000,00
     
    Rp. 975.607.175.160,00
     
 B. Belanja Langsung :  

  1) Belanja Pegawai Rp. 167.223.595.497,00

  2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 244.089.716.399,42

  3) Belanja Modal Rp. 242.588.065.657,00
     
    Rp. 653.901.377.553,42
    
   Jumlah Belanja Rp. 1.629.508.552.713,42
     
   Surplus / (Defisit) Rp. (35.418.189.525,00)
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3. PEMBIAYAAN :  
     
 a. Penerimaan Rp. 197.424.231.018,00

 b. Pengeluaran Rp. 33.686.683.660,00
     
   Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 163.737.547.358,00

 
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 128.319.357.833,00 
 

Pasal 2 
 
Ringkasan Penjabaran APBD dan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 3 
 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 4 
 
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 
 

 
 

        

  Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 23 Januari 2007 

 
WALIKOTA BANDUNG, 

 

TTD. 
 

DADA ROSADA 
 
Diundangkan di Bandung 
Pada tanggal 23 Januari 2007 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

TTD. 
 

EDI SISWANDI 

  

 
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 2 
 


